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PENGATURAN PEMANFAATAN SURPLUS PERIKANAN DI  ZONA 

EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA KEPADA NEGARA LAIN 
 

Oleh: Ida Kurnia.*   

 
 

INTISARI 

Dalam penelitian ini permasalahan utama adalah mencari model perjanjian 

seperti apakah yang dapat digunakan oleh Indonesia dengan negara lain dalam rangka 

pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Selanjutnya permasalahan 

pokok tersebut diperinci menjadi tiga, yaitu: (1) bagaimanakah keharmonisan pengaturan 

sumber daya perikanan di ZEE dalam hukum nasional dan hukum internasional, (2) 

mengapa perlu adanya model perjanjian internasional dalam pemanfaatan surplus sumber 

daya perikanan di ZEE Indonesia, dan (3) model perjanjian pemberian hak akses 

pemanfaatan surplus sumber daya perikanan ZEE Indonesia seperti apakah yang harus 

dirumuskan Pemerintah. 

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, sifat penelitian ini adalah 

penelitian normatif, yang meliputi kajian terhadap penerapan hukum. Pendekatan 

penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini  didukung 

dengan menggunakan data primer.  

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya tentang pemanfaatan 

surplus sumber daya ikan di ZEE Indonesia memang perlu dilakukan mengingat 

komitmen Indonesia terhadap UNCLOS 1982, adanya penerapan prinsip common 

heritage of nations dan kepentingan yang menjadi hak negara lain perlu  perumusan 

perjanjian antara Indonesia dengan negara lain. Perumusan perjanjian yang dilandasi 

komitmen Indonesia sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam konstitusi, 

mewajibkan Indonesia untuk mengutamakan  kesejahteraan rakyatnya. Sebagai bagian 

dalam mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengaturan dalam pemanfaatannya 

yang diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia berdasarkan 

perjanjian yang dilandasi asas Pacta Sunt Servanda dan itikad baik. 

Pengaturan Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia yang pernah 

dilakukan belum memberikan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia dan belum mengcover 

pada ketegasan batas ZEE antara Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini dapat 

menimbulkan masalah. Selanjutnya kesempatan yang diperoleh Indonesia, dengan 

terdapatnya surplus mengharuskan dilakukannya sharing  dengan negara lain. 

Berdasarkan penelitian dan analisis pada perjanjian pemanfaatan surplus 

sumber daya ikan di ZEE Indonesia dapat memberikan dampak  pada  kesejahteraan 

rakyat Indonesia, dengan memperhatikan  kebijakan dan kondisi Indonesia, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam perjanjian perlu dicantumkan model yang mengcover  kondisi  

Indonesia, artinya diperlukan pengaturan: 1. kesejahteraan rakyat, 2. adanya  ketersediaan  

sumber  daya ikan (memperhatikan konservasi) dan 3. keseimbangan antara kepentingan 

Indonesia dan negara lain. 

 

Kata Kunci : ZEE, Hak Masyarakat Bangsa-Bangsa, Surplus Sumber Daya Perikanan. 
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REGULATING THE UTILIZATION OF FISHERIES SURPLUS IN INDONESIA 

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE TO OTHER COUNTRIES  

 

By : Ida Kurnia**   

 

 

ABSTRACT 

 

In this research, the main problem is finding the agreement model that can be 

implemented by Indonesia and other countries, in order to utilize the fisheries resource 

surplus in Exclusive Economic Zone (EEZ) of Indonesia. Furthermore, the main problem 

can be detailed into three sub problems, i.e. : (1) How the harmonization of fisheries 

resource regulation is  between national and international law, (2) Why the international 

agreement model is needed in utilizing the fisheries resource surplus in Indonesia EEZ, 

and (3) Which agreement model that give access right in utilizing the Indonesia EEZ 

fisheries resource surplus should be formulated by government. 

Based on research method used, the property of this research is normative, which 

studies the law enforcement. The normative approach in the research, is supported by 

primary data.  

The analysis and result of research shows the works in fisheries resource surplus 

utilization in Indonesia EEZ should be conducted,  referring to Indonesia’s commitment 

to UNCLOS 1982. It contained the implementation of common heritage of nations 

principles and interest that becomes other countries rights, that enforces the agreement 

formulation between Indonesia and other countries. The agreement formulation based on 

commitment of Indonesia as law country stated in the constitution, obliged Indonesia to 

prioritize people welfare. As part in reaching the goal, the regulation in utilization is 

needed, and this is believed to maintain the sustainability Indonesia fisheries resource 

using the agreement that based on Pacta Sunt Servanda principle and good will.  

The previous regulation in Indonesia EEZ Fisheries Resource Utilization has not 

given benefit to people of Indonesia and has not covered the EEZ limit explicitness 

between Indonesia and neighboring countries.   

Based on the research and analysis, the fisheries resource surplus utilization 

agreement in Indonesia EEZ will impact to Indonesia people welfare, respecting to 

Indonesia policies and condition. Therefore, it can be concluded that in the agreement 

should contained a model that will cover Indonesia condition, and it means the regulation 

is needed in : 1. People welfare, 2. Availability of fisheries resource (respecting to 

conservation), and 3. The balance between interest of Indonesia and other countries.  

 

Keywords : EEZ,  Nations People Rights, Fisheries Resource Surplus 
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ICLARM =  International Center for Living Aquatic  

                                 Resources Management 

IEEZ  =  Indonesian Exclusive Economic Zone 

IMO         =  International Maritime Organization  

IOTC = Indian Ocean Tuna Commission 

IUP  =  Ijin Usaha Perikanan  

IUU            =  Illegal Unreported Unregulated 

JCBC =  Joint Commission on Bilateral Cooperation 

JTB = Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan  

KA =  Kapal Berbendera Asing 

KBRI =  Kedutaan Besar Republik Indonesia. 

KHL =  Konvensi Hukum Laut 

KII =  Kapal Berbendera Indonesia 

KKP =  Kementerian Kelautan dan Perikanan 

KOMNASJISKAN     =  Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan 

KTN =  Kemampuan Tangkap Nasional 

KTT =  Konferensi Tingkat Tinggi 

LIPI  =  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

MEY =  Maximum Economic Yield 

MoU        =  Memorandum of Understanding 

MSY =  Maximum Sustainable Yield 

OAU =  Organization of African Unity  

PBB = Perserikatan Bangsa Bangsa 

PPKA                           =  Persetujuan Penggunaan Kapal Asing  

PMA =  Penanaman Modal Asing 

PMDN =  Penanaman Modal Dalam Negeri 

PNG =  Papua Nugini 

OSY =  Optimum Sustainanble Yield 

P2HP =  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

P2SDKP                    = Pengawasan  dan  Pengendalian  Sumber  Daya 

     Kelautan dan  Perikanan 

PJPT =  Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
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TZMKO =  Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 

RFMO = Regional Fisheries Management Organization 

RAPIPM =  Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan  

     Penanaman Modal 

SIPI =  Surat Izin Penangkapan Ikan 

SIKPI                        =  Surat Izin Kapal PengangkutIkan  

SIUP =  Surat Izin Usaha Perikanan  

TAC =  Total Allowable Catch 

UNCLOS =  United  Nations Convention on the Law of the  

    Sea 

UN =  United Nations  

UNIA =  United Nations Implementating Agreement 

UPI =  Unit Pengolahan Ikan 

VMS =  Vessel Monitoring System 

ZEE = Zona Ekonomi Eksklusif 

ZEEI = Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia 

WCPFC =  Western Central  Pasific  Fisheries Commission 

WPP-RI = Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 

WTO         =  World  Trade  Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


